
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR       TAHUN  

TENTANG 
PEKERJAAN KEFARMASIAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Pekerjaan Kefarmasian; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik   Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan  (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEKERJAAN 
KEFARMASIAN. 

 
BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal   1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan 
termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, 
pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 
pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan 
obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan 
informasi obat, serta pengembangan obat, bahan 
obat dan obat tradisional. 

2.  Sediaan . . . 
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2. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat 
tradisional dan kosmetika. 

3. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan 
Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker 
dan Tenaga Teknis Kefarmasian. 

4. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan 
langsung dan bertanggung jawab kepada pasien 
yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan 
maksud mencapai hasil yang pasti untuk 
meningkatkan mutu kehidupan pasien. 

5. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus 
sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah 
jabatan Apoteker. 

6. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang 
membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan 
Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, 
Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga 
Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. 

7. Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan 
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 

8. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang 
digunakan untuk melakukan Pekerjaan 
Kefarmasian. 

9. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi adalah sarana 
yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan 
baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. 

10. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan 
Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk 
mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan 
Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan 
Instalasi Sediaan Farmasi. 

 

 11.  Fasilitas . . . 
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11. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana 
yang digunakan untuk menyelenggarakan 
pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi 
farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, 
atau praktek bersama. 

12. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan 
berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk 
pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan 
farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

13. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian 
tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh 
Apoteker.  

14. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk 
menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas 
terbatas untuk dijual secara eceran. 

15. Standar Profesi adalah pedoman untuk 
menjalankan praktik profesi kefarmasian secara 
baik. 

16. Standar Prosedur Operasional adalah prosedur 
tertulis berupa petunjuk operasional tentang 
Pekerjaan Kefarmasian. 

17. Standar Kefarmasian adalah pedoman untuk 
melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas 
produksi, distribusi atau penyaluran, dan 
pelayanan kefarmasian. 

18. Asosiasi adalah perhimpunan dari perguruan tinggi 
farmasi yang ada di Indonesia. 

19. Organisasi Profesi adalah organisasi tempat 
berhimpun para Apoteker di Indonesia. 

 

 

20.  Surat . . . 
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20. Surat Tanda Registrasi Apoteker selanjutnya 
disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan 
oleh Menteri kepada Apoteker yang telah 
diregistrasi.  

21. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian 
selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis 
yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis 
Kefarmasian yang telah diregistrasi. 

22. Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat 
SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada 
Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan 
Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi 
Rumah Sakit. 

23. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah 
surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan 
Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat 
melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas 
produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran. 

24. Rahasia Kedokteran adalah sesuatu yang berkaitan 
dengan praktek kedokteran yang tidak boleh 
diketahui oleh umum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

25. Rahasia Kefarmasian adalah Pekerjaan Kefarmasian 
yang menyangkut proses produksi, proses 
penyaluran dan proses pelayanan dari Sediaan 
Farmasi yang tidak boleh diketahui oleh umum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

26. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang kesehatan. 

 
 
 

Pasal 2 . . . 
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Pasal   2 
 

(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan 
Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi 
atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi. 

(2)  Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus  dilakukan  oleh  tenaga  
kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan 
kewenangan untuk itu. 

 
Pasal 3 

 
Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada 
nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan 
perlindungan serta keselamatan pasien atau 
masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi 
yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, 
mutu, dan kemanfaatan. 

 
Pasal   4 

 
Tujuan pengaturan Pekerjaan Kefarmasian untuk: 

a. memberikan perlindungan kepada pasien dan 
masyarakat dalam memperoleh dan/atau 
menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian; 

b. mempertahankan dan meningkatkan mutu 
penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta peraturan perundangan-undangan; 
dan 

c. memberikan kepastian hukum bagi pasien, 
masyarakat dan Tenaga Kefarmasian. 

 
 BAB II . . . 
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